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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara berkembang terus berbenah dalam 

meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Tarigan (2014) mengemukakan bahwa 

pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan pendapatan masyarakat secara 

keseluruhan yang terjadi pada wilayah tertentu yaitu kenaikan seluruh nilai 

tambah.  

Pemerintah memiliki peran penting untuk mempercepat pertumbuhan 

ekonomi agar mampu memperlancar pembangunan ekonomi.  Berbagai kebijakan 

dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya yaitu 

kebijakan fiskal. Kebijakan ini mengatur mengenai penerimaan dan pengeluaran 

pemerintah untuk mencapai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.  

Tingginya pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah dicerminkan oleh 

meningkatkan kegiatan perekonomian wilayah tersebut. Kebijakan fiskal dijadikan 

salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka mewujudkan pengeluaran 

pemerintah yang efektif agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih 

baik (Chaerani, 2018). 

Selanjutnya, pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari kebijakan 

fiskal yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) pada tingkat nasional dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) pada tingkat daerah.  

Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memperbarui sistem 

perekonomian, maka diberlakukanlah UU Nomor 33 Tahun 2004 yang mengatur 
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tentang Perimbangan Keuangan di antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, 

salah satunya adalah desentralisasi. Dilanjutkan dengan PP Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolahan Keuangan Daerah, yang merupakan bagian dari pelaksanaan 

desentralisasi. Kemudian, ditegaskan kembali pada UU Nomor 23 Tahun 2014 

tentang pemerintahan daerah. Lin dan Liu (2002) juga menyatakan bahwa 

desentralisasi sangat berdampak bagi pertumbuhan ekonomi. 

Hutabarat (2013) menyatakan jika diberlakukan sistem daerah otonom, 

maka akan diiringi oleh desentralisasi fiskal dan keuangan yang tujuannya 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sistem tersebut juga berlaku pada daerah 

yang melakukan pemekaran baik pada provinsi maupun kabupaten/kota yang 

tujuan akhirnya adalah naiknya tingkat pertumbuhan ekonomi.  

Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diukur dengan 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik pada tingkat kabupaten/kota 

maupun tingkat provinsi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 

mengenai Standar Akuntansi Pemerintah, terdapat klasifikasi ekonomi dari 

pengeluaran pemerintah yang terdiri dari dua kelompok, yaitu belanja operasi dan 

belanja modal.  

Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, 

belanja hibah, belanja subsidi, belanja bantuan sosial. Sedangkan, Belanja modal 

terdiri dari belanja tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi 

dan jaringan, aset tetap lainnya, kontruksi dalam pengerjaan, dan aset lainnya 
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Bila dilihat dari postur komponen belanja daerah di tingkat kabupaten/kota,  

belanja pegawai memiliki nilai tertinggi jika dibandingkan dengan 4 komponen 

utama belanja daerah. 

Tabel 1.1 Postur Belanja Daerah Tingkat Kabupaten/Kota 

Belanja Daerah  
2017 2018 

Triliun Rupiah Persen Triliun Rupiah Persen 

Belanja Pegawai 318 41,3 320 39,8 

Belanja Barang/jasa 165,5 21,5 191,8 23,8 

Belanja Modal 166,3 21,6 164,2 20,4 

Belanja Lainnya 119,8 15,6 128,2 15,9 

Total 769,6 100 804,2 100 
 Sumber : DJPK, Kemenkeu RI  

Tabel 1.1 menunjukkan pada tahun 2018, belanja daerah dalam skala 

kabupaten/kota mengalami pertumbuhan sebesar 4,5 persen dari tahun 2017. Pada 

skala kabupaten/kota komponen belanja pegawai menduduki posisi dengan rasio 

tertinggi yaitu 41,3 persen di tahun 2017 dan 39,8 persen di tahun 2018. 

Adapun komponen dalam belanja daerah yang mengalami peningkatan 

rasio dari 2017 menuju 2018 yaitu belanja barang dan jasa yaitu sebesar 2,3 persen 

dan belanja lainnya yaitu sebesar 0,3 persen. Sedangkan komponen belanja daerah 

yang mengalami penurunan rasio adalah belanja pegawai sebesar 1,5 persen dan 

belanja modal sebesar 1,2 persen. 

Dalam kegiatan perekonomian daerah, Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) menjadi salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi 

suatu wilayah. PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang 

dihasikan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka 

waktu  tertentu biasanya satu tahun (BPS, 2015). 
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Khususnya di provinsi Sumatera Selatan, data mengenai jumlah PDRB 

yang dihasilkan nilainya bervariasi baik dilihat dari pendekatan pengukuran, 

lingkup data dan asumsi yang digunakan serta sumber data. Provinsi Sumatera 

Selatan merupakan salah satu provinsi yang ada di pulau Sumatera yang terdiri dari 

13 kabupaten dan 4 kota. Kondisi perekonomian provinsi Sumatera Selatan sampai 

akhir tahun 2018, beberapa indikator ekonomi yang mempengaruhi secara makro 

yaitu pertumbuhan ekonomi makro dan konsumsi pemerintah yang ditunjukkan 

oleh nilai PDRB. 

Secara teori, semakin besar jumlah PDRB maka akan meningkatkan 

pendapatan yang diterima oleh kabupaten/kota. Hal ini juga akan mempengaruhi 

besarnya pendapatan yang diperoleh daerah sehingga alokasi belanja pusat ke 

daerah akan meningkat dan memberikan dampak pada pengeluaran pemerintah 

(Mardiasmo, 2002). 

Nasution (2010) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan PDRB di Indonesia antara lain: Pendapatan Asli Daerah (PAD), 

Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Penanaman Modal Asing 

(PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Pengeluaran Pemerintah dan 

Tenaga Kerja.  

PDRB di kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan mengalami 

peningkatan tiap tahunnya. Kabupaten/kota dengan PDRB tertinggi adalah 

Palembang dengan nilai 118.716 milyar rupiah di tahun 2016 dan meningkat 

menjadi 42.238 milyar rupiah pada 2018. Sedangkan kabupaten/kota dengan 

PDRB terendah adalah Pagar Alam yaitu sebesar 2.413,76 milyar rupiah pada 
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tahun tahun 2016 dan 2.678,83 milyar rupiah pada 2018. Kondisi tersebut dapat 

dilihat pada Tabel 1.2. 

 Tabel 1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten/Kota 

Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2018 (milyar rupiah) 

No Kabupaten/Kota 
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku  

2016 2017 2018 

1 Musi Banyuasin 54.931.520 58.184.620 60.730.040 

2 Ogan Komering Ulu 11.534.620 12.389.030 13.408.460 

3 Muara Enim 42.402.210 47.105.260 52.727.550 

4 Ogan Komering Ilir 23.433.540 25.196.230 26.970.800 

5 Lahat 14.458.550 15.053.250 15.986.880 

6 Musi Rawas 14.909.740 15.927.890 17.499.930 

7 Banyuasin 22.833.430 24.564.790 26.540.630 

8 Ogan Komering Ulu Selatan 7.037.070 7.598.500 8.163.450 

9 Ogan Komering Ulu Timur 12.149.680 12.742.750 13.848.000 

10 Ogan Ilir 8.860.600 9.513.850 10.335.360,00 

11 Empat Lawang 4.183.160 4.438.770 4.695.590 

12 PALI 5.411.730 5.883.700 6.495.770 

13 Musi Rawas Utara 6.073.230 6.408.630 6.757.100 

14 Palembang 118.715.620 130.415.690 142.238.390 

15 Prabumulih  6.107.160 6.587.090 7.193.070 

16 Pagar Alam  2.413.760 2.545.460 2.678.830 

17 Lubuklinggau 5.153.570 5.633.070 6.146.550 

Sumatera Selatan 309.346.400 360.609.190 390.188.580 

Sumber: BPS Sumatera Selatan (data diolah)   

Di sisi lain, pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran 

pemerintah juga cukup berperan. Hal ini mengharuskan pengelolaan konsumsi 

pemerintah perlu dilakukan secara efektif, efisien, dan transparan sesuai dengan 

indikator-indikator ekonomi yang akan dicapai. Konsumsi pemerintah memiliki 

banyak komponen, salah satunya belanja pegawai. Pemerintah akan melakukan 

balas jasa kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas pelayanannya kepada 

masyarakat berupa gaji dan penghasilan lainnya. Naiknya gaji dan pemberian 

penghasilan lainnya seperti tunjangan atas kinerja merupakan upaya peningkatan 
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kesejahteraan dan kinerja PNS. Peningkatan tersebut dilakukan dengan harapan 

meningkatkan kinerja dalam melayani masyarakat (Hutabarat, 2013). 

Dalam periode 2016 sampai 2018, kabupaten/kota dengan belanja pegawai 

tertinggi adalah Palembang yaitu sebesar 164.695 milyar rupiah di tahun 2016 dan 

151.983 milyar rupiah di tahun 2018. Kemudian diikuti oleh Musi Banyuasin yaitu 

sebesar 94.084,7 di tahun 2016, 80.821,9 di tahun 2017 dan sebesar 81.393,4 di 

tahun 2018. Sedangkan, nilai belanja pegawai terendah adalah Musi Rawas Utara 

yaitu sebesar 14.654 milyar rupiah di tahun 2016 dan sebesar 17.812,1 milyar 

rupiah di tahun 2018. Kondisi tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.3 

Tabel 1.3 Belanja Pegawai di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan 

Tahun 2016-2018 (dalam milyar rupiah) 
 

No  Kabupaten/Kota 
Belanja Pegawai 

2016 2017 2018 

1. Musi Banyuasin 94.084,7 80.821,9 81.939,4 

2. Ogan Komering Ulu 57.097,1 49.232,2 50.359,2 

3. Muara Enim 72.757,4 72.180,6 73.965 

4. Ogan Komering Ilir 72.099,2 76.587,1 76.794,3 

5. Lahat 69.199,7 64.143,3 63.614,1 

6. Musi Rawas 55.180,8 48.318,4 54.623,9 

7. Banyuasin  72.388,5 71.370,7 70.558,1 

8. Ogan Komering Ulu Timur 65.086,5 60.558,7 61.522,4 

9. Ogan Komering Ulu Selatan 42.827,3 39.279 40.308,7 

10. Ogan Ilir 54.310,8 49.392,9 48.080,6 

11. Empat Lawang 26.233,7 26.731,9 26.972,1 

12. PALI 15.521 10.344,5 16.556 

13. Musi Rawas Utara 14.654 14.493,4 17.812,1 

14. Palembang 164.695 14.1260 151.983 

15. Prabumulih 38.408,5 34.536,6 35.247 

16. Pagar Alam 31.187,7 27.577,6 28.646,8 

17. Lubuklinggau 41.096,5 36.548,5 3.5612,5 

Sumatera Selatan 986.829,0 903.378,0 934.595,0 

Sumber: DJPbN Provinsi Sumatera Selatan (data diolah) 
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Kemudian, berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 

(DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), belanja barang dilaksanakan oleh 

pemerintah guna mendukung layanan pada masyarakat yang berpengaruh 

terhadap pergerakan ekonomi suatu wilayah. Tahun 2018, tercatat hasil realisasi 

belanja barang sebesar 264,7 triliun atau sekitar 77,8 persen dari target yaitu 340,1 

triliun. Pada belanja barang/jasa tahun 2018 terjadi peningkatan sebesar 233,9 

triliun dan mencapai 270,6 triliun rupiah di tahun 2018. Jika di proporsikan yaitu 

dari 21,3 persen menjadi 23,5 persen (Sari, 2017). 

Tabel 1.4 Belanja Barang di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan 

Tahun 2016-2018 (milyar rupiah) 
 

No Kabupaten/Kota 
Belanja Barang 

2016 2017 2018 

1 Musi Banyuasin 65.955,0 78.601,9 83.54,1 

2 Ogan Komering Ulu 24.554,6 32.006,2 37.311,9 

3 Muara Enim 52.787,5 53.005,6 62.934,5 

4 Ogan komering Ilir 39.670,6 36.573,6 30.885,9 

5 Lahat 36.582,0 34.818,8 34.087,0 

6 Musi Rawas 27.114,6 29.787,3 42.614,8 

7 Banyuasin  35.897,0 46.217,8 46.270,7 

8 Ogan Komering Ulu Timur 29.305,4 29.212,7 38.107,1 

9 Ogan Komering Ulu Selatan 19.198,5 22.113,1 26.881,1 

10 Ogan Ilir 16.719,8 21.047,6 27.411,6 

11 Empat Lawang 17.744,5 23.943,6 25.798,0 

12 PALI 22.933,6 17.646,0 49.440,6 

13 Musi Rawas Utara 19.615,2 19.055,1 22.431,4 

14 Palembang 66.457,7 80.804,3 96.804,1 

15 Prabumulih 26.008,5 32.642,7 32.204,4 

16 Pagar Alam 22.562,6 25.230,3 25.230,3 

17 Lubuklinggau 17.340,2 20.912,8 19.242,0 

Sumatera Selatan  540.447,3 603.619,4 701.009,5 

Sumber: DJPbN Provinsi Sumatera Selatan (data diolah) 

Tabel 1.4 menunjukkan nilai pengeluaran pemerintah daerah untuk 

keperluan belanja barang di kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan periode 
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2016-2018. Kabupaten/kota dengan nilai tertinggi adalah Palembang yaitu sebesar 

66.457,7 milyar rupiah di tahun 2016 dan meningkat menjadi 96.804,1 milyar 

rupiah di tahun 2018. Sedangkan nilai belanja barang terendah adalah Ogan Ilir 

yaitu sebesar 16.719,8 di tahun 2016 dan 27.411,6 milyar rupiah di tahun 2018.  

Tabel 1.5 Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan  

Tahun 2016-2018 (milyar rupiah) 

No  Kabupaten/Kota 
Belanja Modal 

2016 2017 2018 

1 Musi Banyuasin 57.065,6 69.952,9 87.195,2 

2 Ogan Komering Ulu 16.777,9 33.885,6 34.830,9 

3 Muara Enim 56.687,1 50.916,9 55.675,4 

4 Ogan Komering Ilir 56.099,0 44.847,9 27.971,8 

5 Lahat 37.348,5 32.937,3 31.309,1 

6 Musi Rawas 43.902,0 30.048,2 34.866,4 

7 Banyuasin  36.847,5 30.310,4 24.271,2 

8 Ogan Komering Ulu Timur 32.115,0 27.515,6 27.813,1 

9 Ogan Komering Ulu Selatan 37.300,4 28.222,8 31.160,5 

10 Ogan Ilir 223.322 333.658 259.318 

11 Empat Lawang 198.933 202.984 248.395 

12 PALI 35.112,4 27.619,3 61.684,1 

13 Musi Rawas Utara 35.498,7 27.650,5 32.310,1 

14 Palembang 57.770,4. 84.031,5 85.300,6 

15 Prabumulih 22.827,5 16.239,4 11.955,1 

16 Pagar Alam 24.664,8 19.524,1 8.913,2 

17 Lubuklinggau 20.518,2 23.202,1 20.345,4 

Sumatera Selatan  540.447,3 935.019,6 1.083.547 

Sumber: DJPbN Provinsi Sumatera Selatan (data diolah) 

Tabel 1.5 menunjukkan belanja modal kabupaten/kota provinsi Sumatera 

Selatan mengalami peningkatan dan penurunan di masing-masing kabupaten/kota 

tentu saja hal ini berbeda sesuai dengan keperluan daerah masing-masing dan 

mampu berpengaruh positif pada upaya menaikkan tingkat kesejahteraan dan 

pertumbuhan suatu perekonomian. 
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Hal tersebut dapat dilihat dari total belanja modal provinsi Sumatera 

Selatan sebesar 540.447,3 milyar rupiah di tahun 2016, lalu meningkat menjadi 

935.019,6 milyar rupiah di tahun 2017 dan terus meningkat pada tahun 2018 

menjadi sebesar 1.083.547 milyar rupiah. Berbeda dengan belanja pegawai dan 

belanja barang yang di dominasi oleh kota Palembang. Pada belanja modal, Ogan 

Ilir menjadi kabupaten/kota dengan angka tertinggi yaitu sebesar 223.322 milyar 

rupiah di tahun 2016 dan meningkat menjadi 259.318 milyar rupiah di tahun 

2018. Sedangkan Ogan Komering Ulu merupakan kabupaten/kota dengan belanja 

modal terendah yaitu sebesar 16.777,9 milyar rupiah di tahun 2016 dan meningkat 

di tahun 2018 yaitu sebesar 34.840,9 milyar rupiah.  

Porsi belanja pegawai yang meningkat selalu menjadi sorotan masyarakat, 

karena setiap Presiden mengumumkan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja 

Negara (RAPBN), jumlah belanja pegawai cukup mendominasi. Lalu muncul 

berbagai pertanyaan atas fenomena tersebut. Hal apa yang menyebabkan belanja 

pegawai lebih populer dibandingkan dengan belanja lainnya (Mutiarin, 2012). 

Berdasarkan uraian di atas mengenai belanja pegawai, belanja barang dan 

belanja modal memiliki pengaruh terhadap nilai PDRB kabupaten/kota di 

Sumatera Selatan serta beberapa fenomena mengenai belanja pegawai, belanja 

barang dan belanja modal di kabupaten/kota khususnya di Sumatera Selatan. 

Kemudian, jika dikaitkan lebih lanjut dengan angka PDRB yang menjadi ukuran 

kinerja pembangunan ekonomi dalam rangka pertumbuhannya, hal ini tentunya 

akan memberikan pengaruh pada pengeluaran pemerintah. Jumlah PDRB di 

kabupaten/kota di Sumatera Selatan yang terus meningkat tiap tahunnya akan 
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menyebabkan belanja daerah khususnya pada belanja pegawai, belanja barang dan 

belanja modal sebagai komponen utama meningkat. 

 Oleh karena itu, disimpulkan judul dari penelitian ini ialah pengaruh 

belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal Terhadap Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) di kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan tahun 2016-

2018.  

1.2 Rumusan Masalah  

Bagaimana Pengaruh belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal 

terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di kabupaten/kota provinsi 

Sumatera Selatan tahun 2016-2018. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Mengetahui pengaruh belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal 

terhadap Produk Regional Bruto (PDRB) di kabupaten/kota provinsi Sumatera 

Selatan tahun 2016-2018. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Sebagai tambahan informasi kepada pembaca dan masyarakat mengenai 

analisis belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal terhadap Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) di kabupaten/kota provinsi Sumatera 

Selatan tahun 2016-2018. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

Dapat memberikan informasi serta masukan kepada pemerintah khususnya 

pemerintah daerah dalam upaya mengingatkan pertumbuhan ekonomi dan 

kesejahteraan masyarakat di Sumatera Selatan. 
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